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Abstrak
 

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan

miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu yaitu 20 tahun atau 30 tahun dan yang dapat mempunyai Hak

Guna Bangunan menurut ketentuan dalam UUPA adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Di wilayah kerja Kantor Pertanahan

Kabupaten Bekasi pernah terjadi peralihan hak atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan kepada sebuah

Persekutuan Komanditer (CV).

 

Bagaimanakah status hukum dari Persekutuan Komanditer (CV) menurut peraturan Perundang-undangan

yang berlaku, apakah Persekutuan Komanditer (CV) juga merupakan salah satu subyek hak atas tanah

dengan status Hak Guna Bangunan, apakah akibat hukum bila Persekutuan Komanditer (CV) memiliki

tanah dengan status Hak Guna Bangunan dan bagaimanakah cara penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Bekasi atas tanah Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Persekutuan Komanditer

(CV), hal-hal inilah yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.

 

Metode penelitiannya adalah yuridis normatif, yakni metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bentuk penelitiannya adalah preskriptif,

yaitu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus

dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dengan metode kepustakaan melakukan studi dokumen

terhadap data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan serta

melakukan wawancara terfokus dengan pihak-pihak terkait.

 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Persekutuan Komanditer (CV) bukanlah badan hukum sehingga

bukan merupakan subyek hak atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan, bila Persekutuan Komanditer

memiliki tanah Hak Guna Bangunan, maka dalam waktu satu tahun hak tersebut harus dilepaskan, apabila

tidak maka menurut ketentuan UUPA haknya dapat hapus, dalam menghadapai masalah ini Kantor

Pertanahan Kabupaten Bekasi akan menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mufakat.

<hr>

Building Rights on Land is the right to have the building and land that is not his own in a period of time that

is 20 years or 30 years old. Those who can own a Building Rights on Land according to the provisions in the

Basic Agrarian Law (BAL) is Indonesian citizen and a legal body established by law and domiciled in

Indonesia. A transition of land rights with Building Rights on Land status once occurred in Bekasi District

Land Office to a Commanditaire Vennootschap (CV).

 

How the legal status of a CV, according to the laws that apply whether a CV is also a subject of land rights
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with the status Building Rights on Land, whether as a result of the law if a CV has the status of land

Building Rights on Land and how the ways of settlement made by the Office of Bekasi District Land on the

Building Rights on Land owned by the building association for a CV, is the core issue which will be

explained in this thesis.

 

The research method is judicial normative, that is, the method that refers to the legal norms contained in the

laws and regulations. The forms of research is prescriptive, the research was conducted to get suggestions

about what should be done to overcome problems with a specific method to study literature documents to

the secondary data related to the problems discussed in writing and conducted interviews with focus, related

parties.

 

Based on the analysis result, it is known that a CV is not a legal entity that is not the subject of land rights

with the status of Building Rights on Land. When the CV owned a land with Building Rights on Land, then

within one year rights should be released, if not then, according to the provisions Basic Agrarian Law, the

rights can be removed. Bekasi District Land Office will finish this issue with the consensus for the

agreement.


